
 
BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR     41    TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 43 TAHUN 2013 
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS 

(LPG) TABUNG 3 KG UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN  USAHA 
MIKRO  DI KABUPATEN BANDUNG 

 

BUPATI BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied 
Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan 
Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di Kabupaten 

Bandung telah di atur dalam  Peraturan Bupati 
Bandung Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Harga 
Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas 

(LPG) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga 
Dan Usaha Mikro Di Kabupaten Bandung; 

 
  b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan 

penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan 
Rumah Tangga Dan Usaha Mikro di Wilayah 
Bandung Raya, maka ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a harus disesuaikan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 
2013 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Untuk 
Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di 
Kabupaten Bandung; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 2851); 

SALINAN 
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  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4436); 

  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4234); 

  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 
Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian 

dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 
tabung 3 Kilogram; 

  8. Peraturan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual 
Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan 

Rumah Tanggan dan Usaha Mikro; 

  9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan 

Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas; 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 

Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16); 
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  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 43 TAHUN 
2013 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) 
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG 

UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA 
MIKRO DI KABUPATEN BANDUNG 

   
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bandung 
Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Harga Eceran Tertinggi 

(HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Untuk 
Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Di 
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2013 Nomor 43) diubah sebagai 
berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 2 

 

Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk 
rumah Tangga dan usaha mikro pada titik serah 

agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 
margin Agen ditetapkan sebesar Rp. 13.600,- (tiga 
belas ribu enam ratus rupiah). 

 
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 

kilogram ke konsumen di tingkat pangkalan di 
wilayah Kabupaten Bandung termasuk biaya 
operasional dan keuntungan pangkalan ditetapkan 

sebesar Rp. 14.600,- (empat belas ribu enam ratus 
rupiah). 

 

  Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
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Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 17 Juli 2014 

 
 BUPATI BANDUNG, 

 

ttd 
 

 
DADANG M. NASER 

 

 
Diundangkan di Soreang 
pada tanggal 17 Juli 2014 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 
 

ttd 

 
 

SOFIAN NATAPRAWIRA 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  

TAHUN 2014 NOMOR 41 
 

 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 
              Pembina 

NIP. 19740717 199803 1 003 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


